
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU 
NOMOR 02 TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR MALUKU, 

 
 
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah Maluku 

yang efektif, efisien, objektif, proporsional dan 
bersasaran, diperlukan perencanaan  pembangunan  
yang terintegrasi, dimana proses penyusunannya  
membutuhkan Musyawarah mulai dari tingkat kelurahan 
sampai ke tingkat provinsi untuk mempertemukan unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat; 

 b. bahwa Maluku sebagai provinsi kepulauan, yang 
perencanaan pembangunannya didasarkan pada Gugus 
Pulau dan Kawasan Laut Pulau, perlu 
menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah berbasis Gugus Pulau dan 
Kawasan Laut pulau; 

 c. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 
2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional maka Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah harus diatur dalam Peraturan 
Daerah, dan dilaksanakan sebelum suatu dokumen 
perencanaan pembangunan ditetapkan; 

 
 

 



 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah  Maluku. 

 
Mengingat : 1.  Undang Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  Nomor 1617);  

2. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);  

3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350)   

4. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4747);  

5. Undang-undang Nomor 31 tahun 2008 tentang 
pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4877);  

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4878);  

7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

 
 

 



 

8. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia , Nomor 4725); 

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Nomor 4739); 

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Rebublik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Nomor 5038); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang 
Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata 
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Nomor 3660); 

 



 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang 
Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Nomor 3934); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Nomor 4405); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006, tentang 
Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2006); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 
Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah 
Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 4693);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia,  Nomor 4581; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 



 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

26. Peraturan Pemerintah  Nomor 26 Tahun 2008 Tentang 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);  

27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah 
Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku 
Tahun 2005 Nomor 14);  

28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja 
Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 
2008 tentang Wilayah Petuanan; 

30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang 
Daerah Maluku;  

31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangungan Jangka 
Menengah Daerah Maluku.  

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU 
 

dan 
 

GUBERNUR MALUKU 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH PROVINSI MALUKU  TENTANG  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH MALUKU 

 
 


